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WALIKOTA BANDA ACEH

PROVINSI ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, DAN
PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (4)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan
Instansi Daerah, perlu menyusun Standar Kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,
Pengawas dan Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

9. Peraturan.....



Menetapkan :

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di
Lingkungan Instansi Daerah;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda
Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016
Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh
Nomor 11);

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR,
PENGAWAS, DAN PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

Kota adalah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

11. Seksi.....



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada
Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banda Aceh.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam
melaksanakan tugas jabatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial
adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang
harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas
jabatan.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.



BAB II
STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,
Pengawas dan Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai Standar Kompetensi Jabatan yang harus
dimiliki oleh Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas
dan Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan terdiri dari :
a. standar kompetensi manajerial;

b. standar kompetensi sosial kultural; dan
c. standar kompetensi teknis.

Pasal 5

(1) Kompetensi manajerial terdiri dari :
a. integritas;

b. kerjasama;
c. komunikasi;
d. orientasi pada hasil,
e. pelayanan publik;
f. pengembangan diri dan orang lain;
g. mengelola perubahan; dan
h. pengambilan keputusan.
(2) Penjabaran Kompetensi Manajerial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini

Pasal 6
(1) Kompetensi Sosial Kultural terdiri atas :
a. kemampuan untuk menjadi perekat bangsa; dan

b. kemampuan memahami sosial budaya adat istiadat
setempat / nilai keistimewaan.

(2) Penjabaran.....



(2) Penjabaran Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 7
Penjabaran Kompetensi Teknis tercantum dalam Lampiran
yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H

Salinan sesuai ﬁ an aslinya

AGIAN HUKUM
AFD/AERAH KOTA.ZO

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO *\- . JKHSIN, SH
AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 37



